RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

INSPEKTORAT

TAHUN 2021-2026




Menimbang

SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, berdasarkan dalam
ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
mengamanatkan bahwa Penetapan Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat
1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD
ditetapkan,;

. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sistematika dan

substansi penulisan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan ketentuan
dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun
2021-2026;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekenomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indensia,
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4421);



7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembarigunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
045, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5034), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 639 8);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah -
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-
Semarang-Salatiga-demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-
Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-
Tegal-Pemalang;



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarustamaan
Gender di Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa  Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah  Nomor 78),
sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah



28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2010 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 Nomor 1 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
28);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun
2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor
21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
175;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun
2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 192);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
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Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 193);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor

196);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN
2021-2026.
BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan
Tahun 2024. '

5. TRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJFD Provinsi Jawa Tengah

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari

Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.



10.

11.

12.

13.

14.

Réncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.

Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbub adalah Perbub
Kabupaten Wonogiri.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1
(satu) tahun. .

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial

dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

BABII
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.



Pasal 3
.Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

BABI Pendahuluan

BABII Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

BAB IlI Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
BAB IV Tujuan dan sasaran

BAB V Strategi dan arah kebijakan

BAB VI Rencana program dan kegiatan serta pendanaan
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan

BAB VIII Penutup

Pasal 4
Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD

Pasal 5
(1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, memuat

rencana program, Kegiatan, sub kegiatan indikator, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari

atas:

1. Lampiran I : Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;

2. Lampiran II : Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri;

3. Lampiran III : Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri;

4, Lampiran IV : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri;

5. Lampiran V : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri;

6. Lampiran VI : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Wonogiri;

7. Lampiran VII : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Wonogiri;

8. Lampiran VIII : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri;

9. Lampiran IX : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;

10. Lampiran X : Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;

11. Lampiran XI : Dinas Pengendalian Pendﬁduk Dan Keluarga

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri,
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII
Lampiran XIX
Lampiran XX
Lampiran XXI
Lampiran XXII
Lampiran XXIII
Lampiran XXIV
Lampiran XXV
Lampiran XXVI
Lampiran XXVII
Lampiran XXVIII
Lampiran XXIX

Lampiran XXX
Lampiran XXXI

Lampiran XXXII

Lampiran XXXII1
Lampiran XXXIV
Lampiran XXXV

Lampiran XXXVI

Lampiran XXXVII
Lampiran XXXVIII

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Wonogiri;

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Wonogiri;

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Wonogiri;

: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan

Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri;

: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri;

: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten

Wonogiri;

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri;

- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri;
. Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri;

: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten

Wonogiri;

- Dinas Kelautan Dan Perikanan Dan Peternakan

Kabupaten Wonogiri;

: Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri;
: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;

: Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun

Sumarso Kabupaten Wonogiri;

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Wonogiri;

: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Wonogiri;

: Kecamatan Wonogiri;

: Kecamatan Selogiri;

: Kecamatan Nguntoronadi;
: Kecamatan Ngadirojo;

: Kecamatan Wuryantoro;

: Kecamatan Manyaran;

: Kecamatan Baturetno,

: Kecamatan Giriwoyo;

: Kecamatan Jatisrono;

: Kecarnatan Jatiroto;
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39.
40.
41.
42,
43,
a4,

45,
46.
47,
48.
49,
50.
51.
52.
53.

Lampiran XXXIX
Lampiran XL
Lampiran XLI
Lampiran XLII
Lampiran XLIII
Lampiran XLIV
Lampiran XLV
Lampiran XLVI
Lampiran XLVII
Lampiran XLVIII
Lampiran XLIX
Lampiran L
Lampiran LI
Lampiran LII
Lampiran LiII

- Kecamatan Eromoko;.

: Kecamatan Pracimantoro;
: Kecamatan Purwantoro;

: Kecamatan Kismantoro;

: Kecamatan Batuwarno;

: Kecamatan Karangtengah;
+ Kecamatan Giritontro;

: Kecamatan Paranggupito;
+ Kecamatan Jatipurno;

: Kecamatan Slogohimo;

: Kecamatan Tirtomoyo;

: Kecamatan Sidoharjo;

: Kecamatan Girimarto;

: Kecamatan Bulukerto;

: Kecamatan Puhpelem.

(3) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan:

a. Sistematika dan subtansi penulisan Renstra Perangkat Daerah;

b. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

BAB IiI

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis
terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 belum tersusun, maka
penyusunan Renja Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD.
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BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 September 2021

BUPATI WONOGIRI,
ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR: 67

alinan’sesuai dengan aslinya,

gf/ﬁEPALA*- AIAN HUKUM
- 1]

TANTI, SH, M.Hum
(514 199903 2 007
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LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI WONOQGIRI

NOMOR 65 Tahun 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
A DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021-2026
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Painjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tyuan, sasaran,
program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
penunjang pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada
RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya Perangkat
Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda
dan Litbang dan pemangku kepentingan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan
sebagai berikut : '

1. Persiapan Penyusunan,
Tahapan persiapan dalam penyusunan Renstra OPD meliputi;
a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah,

b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah,
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c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusunan Renstra Perangkat
Daerah, dan

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

2. Penyusunan Rancangan Awal,

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, disajikan

dengan sistematika paling sedikit mencakup :

a. Analisis gambaran umum wilayah,

b. Analisis permasalahan,

c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya,

d. Analisis isu strategis,

e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah,

f. Perumusan strategis dan arah kebijakan, serta

g. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,
lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.

3. Penyusunan Rancangan,

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah diakukan dengan
menyempurnakan- rancangan awal Renstra Perangkat Daerah,
berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan
Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah,

- Forum Perangkat Daerah dilaksanakan guna membahas rancangan
seluruh Renstra Perangkat Daerah, guna mendapatkan harmonisasi
dan sinergi dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lainnya.
Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berita acara kesepakatan
Forum Perangkat Daerah, guna penyempurnaan rancangan Renstra
Perangkat Daerah.

5. Perumusan Akhir,

Selanjutnya rancangan Renstra Perangkat Daerah dikirim ke Bappeda
& Litbang untuk dilakukan verifikasi guna memastikan rancangan
Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal
RPJMD dan mengakomodir hasil berita acara forum OPD. Dalam hal
terjadi ketidaksesuaian, Bappeda & Litbang menyampaikan saran dan
rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat
Daerah.

6. Penetapan.
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Setelah perbaikan terhadap rancangan Renstra OPD hasil verifikasi
Inspektorat, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD
ditetapkan.
Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai

bahan penyusunan RKPD.

-~
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Gambar 1.1

Tahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam disusunnya Renstra Perangkat Daerah,
diantaranya adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indoensia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

#
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2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4420);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

A
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Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah,;

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya dokumen Renstra Inspektorat tahun 2021-2026
adalah sebagai pedoman dan arah perencanaan, evaluasi dan
pelaksanaan pembangunan pada urusan penunjang bidang perencanaan.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat tahun 2021
adalah :
1. Menetapkan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Inspektorat
periode tahun 2021-2026,
2. Menyiapkan rencana program Inspektorat tahun 2021-2026,
3. Menyiapkan rencana kegiatan Inspektorat tahun 2021-2026,
4. Menyusun indikator kinerja program dan kegiatan yang akan dicapai,
guna mencapai sasaran organisasi tahun 2021-2026,
5. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program dan kegiatan
Inspektorat tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BABI Pendahuluan, memuat Latar Belakang Penyusunan, Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Inspektorat.

BABII Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat Tugas, Fungsi
dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat
Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas
dan Fungsi, Telaah Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian/Lembaga,
Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2020-2040,
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Tantangan
dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
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BAB IV Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, memuat Tujuan dan
Sasaran Pembangunan Urusan Penunjang Pengawasan Tahun
2021-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, memuat Pilihan Strategi dan Arah
Kebijakan Pembangunan guna Mencapai Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Urusan Penunjang Pengawasan Tahun 2021-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, memuat
Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Penunjang
Pengawasan serta Pendanaan pada setiap program tahun 2021-
2026. _

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Urusan Penunjang
Bidang Pengawasan.

BAB VIII Penutup
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
1. Tugas dan Fungsi

Berdasar Peraturan Bupati Wonogiri No. 58 Tahun 2016 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri, Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai Organisasi
Perangkat Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi
Inspektorat Kabupaten Wonogiri, sebagai berikut :

a. Tugas pokok Inspektorat membantu Bupati membina dan mengawasi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Fungsi Inspektorat :

1) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2) Penyelenggaraan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

3) Pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat
Daerah.

4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan
dan bengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi  kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh
Perangkat Daerah.

S) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat
Daerah.

6} Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Uraian Tugas pejabat struktural pada Inspektorat Kabupaten
Wonogiri berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun
2016 , sebagai berikut :

a. Inspektur
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Sekretaris
Melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang
Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
1) Kepala Sub Bagian Perencanaan.

Melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan bahan

perencanaan dan pelaporan serta pelaksanaan pengkoordinasian

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2} Kepala Sub. Bagian Keuangan.

Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan

pelayanan pengadaan barang/jasa.

3) Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan

aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan
informasi dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta pengkoordinasian dan penyusunan peraturan
perundang-undangan.
. c. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi
Pemerintahan
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang aparatur dan administrasi pemerintahan yang
meliputi urusan pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil,
komunikasi dan informasi, persandian, statistik, kearsipan,
perpustakaan, Kketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat, pemerintahan umum, pemerintahan desa,
perencanaan pembangunan, penelitian dan  pengembangan,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta pengkoordinasian

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
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d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi
urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pekerjaan umum,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan,
pertanian, pangan, perhubungan, lingkungan hidup, koperasi, usaha
kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal,
kelautan dan perikanan, pariwisata, energi dan sumberdaya mineral
dan kehutanan.

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi urusan
sosial, Kkesehatan, pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, dan
transmigrasi.

f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah.
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah yang meliputi
urusan keuangan, aset Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).

2. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasar

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan,

Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Wonogiri, terdiri dari :

a. Inspektur ,

b. Sekretariat, terdiri dari :

1} Sekretaris;
2) Sub Bagian Perencanaan;
3) Sub Bagian Keuangan;
4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
¢. Inspektur  Pembantu Bidang Aparatur dan  Administrasi
Pemerintahan,
- Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan,
. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah,
. Kelompok Jabatan Fungsional.

w - 0o A
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Sumber Daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun
2020, meliputi :
1. Pegawai
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebanyak 42 orang
yang terdiri dari :

a. Berdasar Jenjang Pendidikan :

1) Pasca Sarjana (S2) : 19 orang
2) Sarjana (S1) : 20 orang
3) Sarjana Muda/Diploma : 3 orang
4) SLTA Do

S) SLTP . Do

©6) SD T -

b. Berdasar Golongan :

1) Golongan IV/d : 1 orang
2) Golongan IV/c : 6 orang
3) Golongan IV/b : 12 orang
4} Golongan IV/a : 4 orang
S} Golongan III/d : 6 orang
6) Golongan IlI/c : 2 orang
7) Golongan IlI/b : 3orang
8) Golongan IlI/a : 8 grang

9) Golongan II To-
10) Golongan I : Do-
c. Berdasar Jabatan :
1) Pejabat Struktural 9 orang, terdiri dari :

a) Eselon II : 1 orang
b) Eselon III : S orang
c) Eselon IV : 3 orang
2) Pejabat Fungsional Auditor 20 orang, terdiri dari :
a) Auditor Utama : 1 orang
b) Auditor Madya : 7 orang
¢} Auditor Muda : Sorang
d) Auditor Pertama : 1 orang

e) Auditor Penyelia :o-
f) Auditor Pelaksana Do-

g) Auditor Pelaksana Lanjutan : 2 orang
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h) Auditor Kepegawaian 4 orang, terdiri dari :

(1) Auditor Kepegawaian Madya : 4 orang
(2) Auditor Kepegawaian Muda Do
3) P2UPD : 3 orang, terdiri dari :
- P2UPD Madya : 3 orang
4) Pejabat Fungsional Pranata Komputer 3 orang, terdiri dari :
a) Pranata Komputer Pertama : 1 orang
b) Pranata Komputer Pelaksana : 2 orang
Lanjutan
5) Pejabat Fungsional Umum : 7 orang
d. Data Pegawai menurut jenis kelamin :
1} Jumlah Pegawai Laki-Laki : 23 orang
2) Jumlah pegawai Perempuan : 19 orang
e. Masa Kerja :
1) < 5 tahun : O orang
2) 5-10 tahun . : O orang
3) 11-15 tahun : 8 orang
4) 16 — 20 tahun : 1 orang
S5) 21 -25 tahun . S orang
6) 26 - 30 tahun : 15 orang
7} 31-35tahun . : 8orang
f. Kebutuhan minimal jumlah pegawai sebagai berikut :
Pegawai yang ada : 42 orang
Kebutuhan pegawai : 104 orang
Kekurangan pegawai : 62 orang, terdiri dari :
1) JFU : 18 orang
2) JFA : 44 orang
Jabatan Struktural : Oorang

2. Barana Prasarana / Perlengkapan (Aset) Tahun 2020

Sarana dan prasarana yang dimiliki, diantaranya adalah :

a. Gedung seluas : 593 m2
b. Kendaraan Roda 4 : 9 unit
c. Kendaraan Roda 2 : 10 unit
d. Komputer : 8unit
e. Laptop : 28 unit
f. Printer : 19 buah
g. Scanner : 4 buah
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h. Saluran Telepon

i. AC Ruangan

j- Meja Kerja

k. Kursi Kerja

1. Meja Kursi Tamu
m. Mesin Ketik

n. Meja Rapat

o. Kursi Rapat

1 unit
10 unit
30 buah
40 buah

4 unit

2 unit

6 unit
86 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri

2016 -2021, ditetapkan sasaran beserta indikatornya sebagai bentuk

layanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran & Indikator Sasaran
Renstra Inspektorat Wonogiri 2016-2021

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya efektivitas SPIP

Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten

1. Opini BPK atas LKPD
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya  Efektivitas Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan

Persentase  penyelesaian  Tindak  Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan  Aparat
Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP

Meningkatnya  kapabilitas aparat

pengawas intern pemerintah

Levelling Kapabilitas Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP)

Atas sasaran dan indikatornya tersebut diatas, capaiannya adalah
sebagai berikut tersaji dalam Tabel. 2.2
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Tabel 2.2 .
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Wonogiri

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisas{ Capalan Tahun ke- Rasio Capalan pada Tahun ke-
No Indikator Kinerja sesual Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah
1 2 3 4 B 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) 2] (3) (4) (5} &) ) (8) (9) 19 (11) 12) (13) {14) (15) (16) (17)
1 ﬁgﬁ’gj’;gglgs&d“mm Level 1 | Levell | Levell | Level2 | Level2 | Levell | Level2 | Level3 | Level3 | N/A | 100% | 200% | 300% | 200% | N/A
2 | Opini BPK atas LKPD Pemda WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP | 100% 100% 100% 100% 100%
3 | Nilai SAKIP Pemda cc cc cc B B cc B BB BB BB 100% | 200% 300% 200% 200%
4 | Persentase TLHP APIP & APEP 90% 90% 90% 90% 90% 90% 95,92% | 95,95% | 96,66% | 98,20% | 100% | 105,65% | 106,61% | 107,40% | 109,11%
5 | Levelling Kapabilites APIP Level1 | Levell | Levell | Level2 | Level2 | Level?2 L‘(’r"fé)a I’;"I‘;"cl)?' L‘(*[";gf - | 200%| 300% | 300% | 200% | NyA
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1. Sasaran Meningkatnya Efektivitas SPIP

Tabel 2.3
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {SPIP)

KONDISI TARGET RENSTRA
KINERJA REALISASI RENSTRA

AWAL 2016 2017 | 2018 2019 2020

RPJMD 2016 | 2017 | 2018 2019 2020

Level 1 Level Level | Level | Level | Level Level Level Level | Level 3 -

1 1 1 2 2 1 2 3

Indikatornya adalah Maturitas Sistemn Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP). Pengukurannya adalah berdasarkan hasil Quality
Assurance (QA) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada Pemerintah
Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan Surat Kepala BPKP Pusat Nomor SP-
862/D3/04/2019 tanggal 1 Mei 2019 Hal Laporan Hasil Quality
Assurance (QA) Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2018 pada
Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonogiri mencapai skor
3,00 (level 3). Capaian ini meningkat dibandingkan hasil penilaian
tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP periode sebelumnya. Berdasar
surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor LAP— 862
/PW11/3/2016 tanggal 8 November 2016, tingkat maturitas SPIP
Kabupaten Wonogiri tahun 2016 memperoleh nilai 1,9502.

Di Tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak
melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Pemerintah
Kabupaten Wonogiri, sehingga belum terdapat perubahan skor atas
penilaian terhadap Maturitas SPIP Tahun 2018. Di Tahun 2019,
Inspektorat Kabupaten Wonogiri lebih menitikberatkan pada kegiatan
evaluasi terhadap dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Pemerintah Daerah dengan pendekatan penilaian risiko terhadap
program/kegiatan yang mendukung Panca Program Bupati Wonogiri
dan  pendampingan/asistensi, penyusunan Rencana  Tindak
Pengendalian pada Organisasi Perangkat Daerah (RTP OPD).

Untuk tahun 2020, telah dilaksanakan kegiatan Penilaian
Mandiri Maturitas SPIP dengan supervisi dari BPKP Pusat dan
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil koordinasi dengan Tim
Pembina SPIP BPKP Pusat, terdapat konfirmasi bahwa Perka BPKP
Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi

Peningkatan Maturitas Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah

/4
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(SPIP}, dalam proses pembahasan untuk dilakukan perubahan.
Pedoman Penilaian yang baru paling cepat terbit sekitar bulan Januari
2021, sehingga bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan
Penilaian Mandiri SPIP wuntuk ditunda dulu hingga keluarnya
pedoman/regulasi yang baru.

Dibandingkan dengan kondisi awal dan target akhir RPJMD,
capaian ini tentu saja sudah melampau target. Meski sudah berada
pada level 3, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang
disebabkan oleh masih belum optimalnya OPD dalam implementasi
SPIP. Untuk itu kedepannya akan lebih diintensifkan lagi dalam hal
sosialisasi dan asistensi/pendampingan untuk memperdalam
pemahamanan dan implementasi SPIP pada OPD dan berkoordinasi
dengan Satgas SPIP Kabupaten.

2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Kabupaten

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan
akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten, ukuran keberhasilannya
diukur dengan 2 indikator yakni Opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)} dan hasil evaluasi AKIP Kabupaten.

a. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 2.4
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
KONDISI TARGET RENSTRA
KINERJA REALISASI RENSTRA
AWAL 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
RPJMD 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
wDhp WTP WTP WTP WTP WTP WTP WwTP WTP WwWTP WTP

Di Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berhasil
mempertahankan opini Waja{r Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
Berdasar hasil pemeriksaan BPK, LKPD Kabupaten Wonogiri tahun
2015 sampai dengan tahun 2020 mendapatkan opini WTP (6 tahun
berturut-turut).

Upaya Inspektorat untuk terus mempertahankan predikat
WTP diantaranya adalah:

1) Secara intensif melakukan pendampingan/asistensi, baik saat
pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI maupun saat pemantauan

dan pembahasan dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan, pendampingan/asistensi dalam

/%
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penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta reviu
atas LKPD.

2) Kegiatan reviu masih terus dilaksanakan, khususnya reviu
terhadap rancangan LKPD, reviu dokumen perencanan yang
meliputi Rancangan RKPD, RKA Penetapan maupun Perubahan,
reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa serta
reviu DAK yang bertujuan agar dokumen - dokumen yang
dihasilkan akan lebih akuntabel.

3) Dalam perumusan/penyusunan rencana pengawasan yang
dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahuman (PKPT)
telah berbasis risiko.

b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Tabel 2.5
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KONDISI TARGET RENSTRA
KINERJA REALISASI RENSTRA
AWAL 2016 2017 | 2018 2019 2020
RPJMD 2016 2017 | 2018 2019 2020
58,89 | 61,91 | 70,43 | 73,07 .1 73,82
- cc ccC cC B B (CC) (B) (BB} (BB) (BB)

Untuk indikator sasaran akuntabilitas kinerja, didasarkan
pada hasil penilaian/evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN
& RB). '

Berdasarkan Surat Kementerian PAN dan RB nomor
B/479/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 menunjukkan
bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperoleh nilai 73,82
(BB). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian
kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan
penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di
Pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah menunjukkan hasil yang
sangat baik.

Capaian nilai SAKIP Kabupaten Wonogiri menunjukkan
kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana
ditampilkan dalam tabel 2.5 diatas.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi SAKIP adalah
masih belum seragamnya pemahaman OPD mengenai SAKIP itu

sendiri, khususnya untuk OPD Kecamatan. Hasil evaluasi
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Inspektorat Kabupaten Wonogiri terhadap beberapa Kecamatan,
sebagian besar masih berada di bawah nilai yang didapatkan oleh
Kabupaten.

Dalam rangka semakin meningkatkan pemahaman OPD
mengenai SAKIP, mulai tahun 2020 dilaksanakan evaluasi atas
implementasi SAKIP pada semua OPD (53 OPD). Dari hasil kegiatan
evaluasi tersebut, masih terdapat kelemahan yang harus dilakukan
perbaikan demi men.ingkatkan nilai SAKIP kedepannya, diantaranya :
1) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan

teknologi informasi, sehingga capaian kinerjanya belum
dimanfaatkan sebagai dasar pemberian Reward and Punishment:
2) Laporan kinerja belum sepenuhnya disajikan secara memadai,
yakni tidak terdapat evaluasi/analisis atas capaian, hambatan
dan solusi. Selain itu belum disajikan pembandingan data kinerja
baik output maupun outcome dan laporan kinerja dilaporkan
melebihi batas waktu yang ditentukan (terlambat);
3. Meningkatnya  Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pengawasan
Indikatornya adalah Persentase penyelesaian Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik

APIP maupun APEP.

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

KONDISI

TARGET RENSTRA REALISASI RENSTRA
KINERJA
AWAL ) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | =018 | 2010 | 2020
RPJMD

90% 90% | 90% | 90% 90% 90% 90% | 95,92% | 95,95% | 96,66% | 98,20%

Meski capaian kinerjanya mampu melampaui target yang telah
ditetapkan, namun masih menyisakan permasalahan yang
membutuhkan perhatian yakni masih besarnya rekomendasi finansial
yang belum selesai ditindaklanjuti. Rekomendasi finansial tersebut
kebanyakan terdapat pada temuan hasil pemeriksaan sebelum tahun
2013 dimana pihak - pihak yang bertanggung jawab tidak bisa
menyelesaikannya dikarenakan beberapa faktor, seperti : sudah
meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya dan dalam kondisi
bangkrut/pailit. Meski demikian, bersama pihak ~ pihak terkait,
Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih mengupayakan berbagai cara

b
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agar rekomendasi finansial tersebut dapat berkurang/bisa

diselesaikan.
4. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Indikatornya adalah Kapabilitas APIP Level 3 hasil penilaian BPKP.

Tabel 2.7
Levelling Kapabilitas APIP

KONDISI TARGET RENSTRA
KINERJA . REALISASI RENSTRA

AWAL 2016 2017 2018 2019 2020

RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020

Level 1 Level Level Level Level Level Level Level 3 Level 3 Level 3 -

1 1 1 2 2 2 (DC) (DC) (DC)

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas
— tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait
yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia
(SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran
APIP secara efektif. Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat
memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas tata kelola APIP
karena salah satu kriteria dari suatu tata kelola yang baik adanya
pengembangan kapasitas dan kapabilitas oganisasi. Oleh karenanya
APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus
terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat
memberikan penilaian independen dan obyektif atas efektifitas operasi
dari proses tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah bagi
organisasi.

Ukuran capaian kinerjanya adalah berdasarkan Hasil Penilaian
Levelling Kapabilitas APIP oleh BPKP dengan metode Internal Audit
Capability Models (IACM). Berdasarkan self assessment, level
Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri sudah pada level 3
penuh. Atas self assessment tersebut, di tahun 2019 dan tahun 2020
telah dilakukan quality assurance oleh BPKP, namun sampai dengan
laporan ini disusun, hasil atas quality assurance tersebut belum terbit.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten
Wonogiri adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kekurangan SDM
ini tentu saja berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat dalam kegiatan
pengawasan. Usaha yang dilakukan dalam peningkatan Kapabilitas
AP{P diantaranya adalah dengan mengikutsertakan APIP dalam
diklat/bintek dan sejenisnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan.
Selain itu, agar kinerjanya semakin terarah, perbaikan perencanaan
pengawasan terus ditingkatkan melalui penyusunan PKPT berbasis
risiko dan implementasi audit kinerja. ﬂ/
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Selain 4 sasaran diatas, berdasarkan regulasi yang ada, terdapat
tugas-tugas mandatori yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat
Kabupaten Wonogiri dengan rincian sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan
Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Inspektorat
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak
pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi
birokrasi.
Gambar 2.1
Progres Renaksi Korsupgah Pemkab Wonogiri

PROGRES RENAKS! KORSUPGAH
PEMKAB WONOGIRI
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Legeres Wzi%-sts Wosteasy W TN
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PERENCANAANDAH  PENGADAAM BARANG PELAYAMAMTERPADU  MAPABILITAS APIP HANRIEMEN ASH OPTIMALISAS] MANRJEMEN ASET TATA KELOLA DAMA
PEHGALGGARAN APBD DAN JASA Salu PiNTY PENDAPATAL DAERAH DAERAH DESA
7%

100% L14 8% 13% 96% 100% 3% 7

Grafis diatas merupakan hasil penilaian KPK terkait capaian

kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi
(KORSUPGAH) atas 8 (delapan) area intervensi dalam Sistem
Monitoring Centre For Prevention (MCP) tahun 2019, di mana
Kabupaten Wonogiri mendapatkan skor sebesar 81%, berada pada
peringkat Ke-126 secara nasional dan peringkat ke-17 se-Provinsi
Jawa Tengah.

Capaian tersebut lebih baik dibandingkan Tahun 2018 yang
mendapatkan skor sebesar 71%. Capaian Korsupgah ini sangat
membutuhkan sinergi yang erat antara Inspektorat Kabupaten
Wonogiri selaku pihak yang melakukan pengumpulan data-data yang
dibutuhkan saat pelaksanaan monitoring dengan OPD terkait selaku
penyaji/sumber data.

Meski capaiannya lebih baik dibandingkan dengan capaian
tahun sebelumnya, namun apabila dibandingkan déngan Kabupaten
lain di lingkup Provinsi Jawa Tengah, capaian Kabupaten Wonogiri
masih harus ditingkatkan lagi.
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b. Pengawasan atas Percepatan Reformasi Birokrasi

Tahel 2.8
Hasil Evalnasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

No Komponen Penilaian Bobot g;l:'; 2N:)1;1;
I. | Komponen Pengungkit
1. | Manajemen Perubahan 5 1,67 1,90
2, | Penataan Peraturan Perundang- 5 1,62 1,62
undangan
3. | Penataan dan Penguatan Organisasi 6 2,22 2,39
4. | Penataan Tata Laksana 5 2,57 2,41
5. | Penataan Sistem Manajemen SDM 15 11,55 11,60
6. | Penguatan Akuntabilitas 6 3,48 3,52
7. | Penguatan Pengawasan 12 4,58 5,57
8. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 2,88 3,01
Total Komponen Pengungkit (A) 60 30,57 32,22
II. | Hasil
1. | Nilai Akuntabilitas Kinerja 14 9,80 9,86
2. | Nilai Kapasitas Organisasi 6 3,99 4,92
3. | Nilai Persepsi Korupsi 7 6,21 5,93
4. | Opini BPK 3 3,00 3,00
5. '] Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan 10 8,88 8,23
Total Komponen Hasil (B) 40 31,88 31,94
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100 62,45 64,16

Tabel di atas merupakan hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Indeks
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
adalah 64,16 dengan kategori “B”.

Di Tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Wonogiri
melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dengan
didasarkan pada regulasi baru yakni Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dengan hasil 71,24. Atas penilaian mandiri

tersebut, hasil evaluasi dari Kemenpan & RB adalah sebagai berikut :

Tahel 2.9
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

No. Komponen Penilaian Bobot |- . 292'0 .
A. Komponen Pengungkit
l. Pemenuhan 20,00 10,75
1l. Hasil Antara Area Perubahan 10,00 4,82
ill, Reform 30,06 14 03

iTotalkomponen Rengungkit £ -41480,00% e

Komponen Hasil

1. | Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00
2. | Kualitas Pelayanan Publik 10,00
3. | Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN 10,00
4. | Kinerja Organisasi 10,00

Total Komponen Hasil}

il o=ty iag

Indeks Refonnasi Birokrasi (Pengungkit + Hasnl)
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Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya
untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-
aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process)
dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan
yang baik (good governance).

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan PMPRB masih banyak
komponen - komponen yang harus ditingkatkan/dilakukan
perbaikan. Adanya regulasi baru menjadi tantangan dalam
peningkatan pemahaman akan reformasi birokrasi. Selain dengan
mengintensifkan pendampingan, perlu juga digiatkan adanya
sosialisasi demi meningkatkan pemahaman OPD terkait
implementasi reformasi birokrasi,

c. Penanganan Kasus/Aduan Masyarakat

Tabel 2.10
Penanganan Kasus / Aduan Masyarakat
TAHUN JUMLAH KASUS/ ADUAN
MASYARAKAT
2016 18
2017 14
2018 14
2019 19
2020 14

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa penanganan
atas kasus/aduan masyarakat cukup banyak tiap tahunnya.
Penanganan  kasus/aduan masyarakat merupakan respon
Inspektorat Kabupaten Wonogiri atas laporan masyarakat terhadap
pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Selain itu juga merupakan wujud dari telah dilaksanakannya
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penanganan
Pengaduan Masyarakat oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten / Kota se-
Jawa Tengah. Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh
Bupati/Walikota, Kapolres, dan Kepala Kejaksaan. Negeri
Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah dan disaksikan oleh Gubernur

Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, serta Kepala Kejaksaan Tinggi
Jawa Tengah.
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Penandatanganan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut
Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia, Kejaksaan Republik indonesia, dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 700/8929/SJ, KEP 694/JA/11/2017 ,
B/108/XI/2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait
Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Perjanjian Kerjasama
antara Gubernur Jawa Tengah dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
Tengah dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor
120/022/2018 , B.1593/03/05/2018, dan MOU/26/V /2018 tanggal
7 Mei 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan
Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak
Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Tengah. Adapun tujuan dari diadakannya PKS ini untuk
memperkuat sinergisitas kerja sama di antara APIP dan APH dalam
melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan
masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan
pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kendala dalam pelaksanaan penanganan Kkasus/aduan
masyarakat ini terkait terbatasnya SDM APIP yang ada serta jadwal
kegiatan pengawasan yang sudah diatur sedemikian rupa
sebagaimana telah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT). Solusi dalam pelaksanaannya yaitu pada saat
penyusunan  PKPT  diupayakan  telah  mempertimbangkan
kemungkinan-kemungkinan adanya tugas pengawasan tambahan.
Selain itu, perlu dilakukan evaluasi atas struktur organisasi dan
fungsi Inspektorat sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan
pemerintah Nomor .72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, dan peningkatan kualitas SDM APIP melalui kegiatan
Diklat/Bintek yang relevan.
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Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan terdapat 8
(delapan} program pembangunan yang dijalankan oleh Inspektorat
Kabupaten Wonogiri, yang terdiri dari 6 (enam) program non Urusan dan
2 (dua) program Urusan. Jumlah Anggaran yang dialokasikan kepada
Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam periode 2016-2020 dijabarkan
sebagaimana dibawah ini.

Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 5.679.591.000, 00 naik menjadi
Rp. 6.537.556.910,00 di tahun 2017, dan meningkat lagi menjadi
Rp. 7.786.033.800,00 tahun 2018. Pada tahun 2019, anggaran kembali
naik menjadi Rp. 8.844.127.714,00. Namun di tahun 2020 anggaran
turun menjadi Rp. 8.640.841.390,00.

Dilihat dari segi Belanja Langsung, pada tahun 2016, Inspektorat
Kabupaten Wonogiri menganggarkan Rp. 1.790.342.000,00 vyang
kemudian naik menjadi Rp. 1.908.998.000,00 (2017) dan
Rp. 2.080.168.800,00 (2018). Pada tahun 2019 anggaran Belanja
Langsung turun menjadi Rp. 1.946.966.000,00, sedangkan pada Tahun
2020 dengan adanya pandemi Covid-19 terdapat refocusing anggaran
sehingga anggaran Belanja Langsung turun cukup signifikan menjadi
Rp. 998.771.490,00. Meski demikian, Inspektorat Kabupaten Wonogiri
senantiasa berusaha merealisasikan target kinerja yang telah
diperjanjikan.

Dilihat dari komposisi belanja daerah yang dialokasikan ke
Inspektorat Kabupaten Wonogiri, Belanja Tidak Langsung rata-rata
sebesar 75,80% dan Belanja Langsung rata-rata sebesar 24,20 dengan

kecenderungan kurva terbalik.
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Gambar 2.2
Pagu Anggaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri
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Dilihat dari realisasi belanja daerah, dari tahun 2016 s/d 2018
penyerapan anggarannya sudah cukup baik yakni diatas 85%. Pada
tahun 2019 dan 2020 penyerapan anggaran termasuk rendah karena
dibawah 80%. Pada tahun 2019 terdapat beberapa jabatan struktural
yang kosong atau belum terisi sehingga mempengaruhi kinerja
penyerapan anggaran. Pada tahun 2020, meski realisasi penyerapan
anggaran lebih baik dibandingkan tahun 2019, namun masih masuk
dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang
menuntut adanya penyesuain dalam mekanisme kerja pengawasan. Hal
ini mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran.

Apabila dibagi berdasarkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung berdasarkan realisasi anggaran Belanja Daerah secara
keseluruhan, realisasi Belanja Tidak Langsung rata rata sebesar 77,04%
dengan realisasi tertinggi tahun 2020 sebesar 86,88%, dan realisasi
Belanja Langsung rata rata sebesar 22,96% dengan realisasi tertinggi
tahun 2016 sebesar 29,07%.

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang
tidak optimal, terutama disebabkan semakin menurunnya jumlah PNS di
Inspektorat Kabupaten Wonogiri akibat banyaknya PNS yang purna dan di
satu sisi pengadaan CPNS terhambat dengan adanya kebijakan
penghentian sementara (moratorium) pengadaan CPNS, sementara dalam
perencanaan selalu dianggarkan sesuai formasi yang ada, tetapi dalam
kenyataannya tidak semua formasi terisi, sehingga tersisa dalam jumlah
cukup besar. .

R
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Gambar 2.3
Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri
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Dari aspek komposisi Belanja Langsung, dalam periode 2016-
2021, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebjjakan KDH mendapatkan alokasi terbesar,
ratai rata 59,72 % dari total Belanja Langsung.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH merupakan program utama
yang dilaksanakan, utamanya dalam rangka wuntuk melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sedangkan

untuk program-program lain, sifatnya memberikan dukungan.
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Wonogiri
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada
Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan
Intern pemerintah {APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah;

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen
risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tiga peran APIP yang efektif di atas merupakan tantangan yang
harus dijawab oleh Inspektorat selaku APIP sekaligus juga merupakan
peluang dalam mengembangkan pelayanan Inspektorat .

Dalam rangka menentukan strategi untuk menjawab tantangan-
tantangan tersebut, Inspektorat selain mengandalkan kemampuan
sumber daya Inspektorat, juga meiniliki sejumlah peluang yang bahkan
dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelayanan tugas pembinaan
dan pengawasan Inpektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu
sebagai berikut:

1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan sebagai dasar
kewenangan Inspektorat untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan
dan pengawasan terhadap PD di lingkup Pemerintahan Kabupaten
Wonogiri;

2. Komitmen Kepala Daerah terhadap penguatan APIP dalam rangka
pengawasan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

3. Sudah adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan
aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani
kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus- kasus berindikasi
tindak pidana korupsi;

4. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan untuk dapat
memperbaiki kinerja dan manajemen pemerintahan melalui pembinaan
dan pengawasan;

O. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan manajemen untuk
mengeintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem
pembendaharaan dan sistem pengendalian dan evaluasi;

6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan

publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
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7. Melakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1

Perangkat Daerah

Pada bagian

ini

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

dikemukakan permasalahan-permasalahan

pelayanan perangkat daerah beserta faktor yang mempengaruhi.

Beberapa permasalahan Inspektorat terkait tugas dan fungsinya untuk

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah antara lain:

penuh, masih dengan

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Kapabilitas APIP | Kapabilitas APIP | Pelaksanaan Audit Kinerja yang
masih belum Level 3 | belum optimal, kualitas dan

kuantitas SDM APIP yang terbatas

catatan serta penyusunan perencanaan
berbasis resiko belum sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan.
Reformasi Pelaksanaan Lemahnya pemahaman Kepala
Birokrasi Reformasi  Birokrasi | Perangkat Daerah atas pelaksanaan
pada Pemerintah | Reformasi Birokrasi sehingga
Daerah Kabupaten | menempatkan Reformasi Birokrasi
Wonogiri masih | hanya sebatas beban tugas
lambat tambahan dan formalitas, belum

menjadi kebutuhan organisasi

Maturitas SPIP

Maturitas SPIP OPD

belum 100% memadai

Lemahnya

penerapan manajemen resiko pada

pengendalian dan

unsur Pelaksanaan dan Lingkungan
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

daerah yang Dbisa

diusulkan untuk
mendapat predikat
WBK/WBBM

Sakip OPD Capaian Sakip OPD | Kelemahan dalam penyusunan
belum seluruhnya | dokumen  perencanaan, evaluasi
minimal BB internal pada OPD yang belum

berjalan optimal serta pelaporan
kinerja yang tidak didukung dengan
analisis yang memadai

Pembangunan Masih sedikitnya Unit | Terbatasnya anggaran untuk

Zona Integritas Kerja/Perangkat pengadaan sarana dan prasarana

pendukung Zona Integritas pada Unit
Kerja/Perangkat Daerah yang
diusulkan dan inovasi yang belum
optimal '

K
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Persentase
Penyelesaian
Tindak Lanjut

Hasil Pengawan

Masih terdapat | - Terkendala data bukti pendukung

tunggakan pemeriksaan
rekomendasi finansial | - Yang bersangkutan telah meninggal
yang cukup besar! dunia, tidak diketahui

pada pemeriksaan keberadaannya, sudah pailit dan
terdahulu sebagainya

3.2 Telaahan Visi,
Daerah Terpilih

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

VISI:

Mewunjudktarn Wanogir Yang
Maju, Mandiri dan Sejahtera

Diagram Tela

Pl e cim .

v,
’
& Fo
T

Gambar 3.1
ah Renstra Inspektorat terhadap RPJMD Kabupaten Wonogiri
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1. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026

Visi pembangunan Kabupatén Wonogiri tahun 2021-2026
merupakan keberlanjutan dari implementasi visi Bupati dan Wakil
Bupati Wonogiri periode tahun 2016-2021. Capaian selama 5 (lima)
tahun berdasarkan urusan pemerintahan konkuren, unsur pendukung
urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur
pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan urusan
pemerintahan umum serta disinkronisasikan dengan capaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menjadi pertimbangan penting
dalam penetapan Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026 yaitu
“Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan
semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri.

Atas Visi tersebut didukung dengan 4 Misi dalam pencapaiannya,
yakni :

a. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih
berbudaya.

b. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah
Kabupaten Wonogiri.

¢. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan
kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

d. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri
yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang
pengembangan wilayah.

Dengan melihat Misi tersebut di atas, sesuai tupoksi Inspektorat
Kabupaten Wonogiri, maka misi yang terkait adalah Misi 2,
“Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah
Kabupaten Wonogiri” dengan program sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi

3.3 Telaahan Renstra KL
1. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Dalam angka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif
dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang
efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat
Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima)

tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi
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Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi
Inspektorat Jenderal adalah, “Menjadi konsultan dan katalisator tata
kelola pemerintahan dalam negeri”
Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh
keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari
pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih {good governance and clean
goverment). Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan
perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen
Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya
mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan
penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur
pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan
memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi
mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang
mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang
konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan
keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan
pemerintahan yang berintegritas. Secara umum, Inspektorat Jenderal
berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada
mitra Kkerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (customer
satisfaction).
Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas,
maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung
pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata
kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi
Inspektorat Jenderal adalah :
a.Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan
manajemen risiko;

b. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif,
efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

c. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan
dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan
dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan

tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal

4
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tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan
peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih
ditekankan melalui preventive control, yang antara lain diterjemahkan
secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko.
Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya
untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu
dalam perubahan organisasi (agent of change) yang fokus pada
pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Sejalanan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan
yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung
sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya
akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan
meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Adapun
mjuén Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean
goverment) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

2. RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2018-2023
adalah “Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi,
Mboten Ngapusi”.

Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi
pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan
guyup untuk menjaga NKRI;

b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas
sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;

¢. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja
untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;

d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih
berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sebagai upaya mewujudkan misi-misi di atas, khususnya Misi 2,
disusunlah program kerja utama yang menjadi prioritas untuk
dilaksanakan, yaitu : Reformasi birokasi di Kabupaten/Kota. Secara
sederhana, hal tersebut dapat disimpulkan sebagai Pemerintah Provinsi
tidak hanya fokus pada percepatan Reformasi Birokrasi di tingkat

Provinsi saja, tetapi juga mendorong dan mengajak Pemerintah
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Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mempercepat pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di wilayahnya masing-masing.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis ini bertujuan untuk mengidentifikasi
implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap pelayanan
Inspektorat. Mengingat tupoksi utama dari Inspektorat adalah
pengawasan, maka Inspektorat diharapkan dapat mengawal
implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun
2020-2040.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang menyebabkan
kontribusi Inspektorat dalam pengawalan ini menjadi kurang optimal,
yakni :

a) Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di
bidang keahlian tertentu (RTRW dan KLHS);

b) Kurangnya dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang
memadai. Dukungan TIK ini menjadi penting mengingat kedepannya
banyak kegiatan yang berbasiskan elektronik;

c) Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang

memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis mencakup potensi masalah yang akan dihadapi dan
harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat)
dimasa datang. Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan
perkembangan peran Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Wonogiri serta peluang dan tantangan yang
dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah yaitu :
1. Tuntutan peningkatan pelayanan publik dari masyarakat;
2. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi di

lingkungan kerja;

3. Tuntutan peningkatan kapabilitas APIP;
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4. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata Kelola

pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi;

5. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Inspektorat Kabupaten Wonogiri dirumuskan dengan
memperhatikan Misi 2 Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun
2021-2026 yaitu “Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Pemerintah Kabupaten Wonogiri”. Berdasarkan pada Misi 2 Kabupaten
Wonogiri tersebut, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Kabupaten Wonogiri beserta indikatornya sebagai berikut :
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat

TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

INDIKATOR INDIKATOR
NO TUJUAN SASARAN :
TUJUAN | 3021 | 2022 |20238 |2024 |2025 | 2026 SABARAN 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2026
1 | Meningkatkan | Kapabilitas Level3 | Level3 | Level3 | Level3 | Level3 | Level3 | Meningkatnya Jumlah Unit
Efektivitas APIP Efektivitas Kerja/Perangkat
Peran Pengawasan daerah yang 0 1 0 1 1 1
Inspektorat Mendapat Predikat
dalam WBK/WBBM dalam 1
Mendukung Tahun
Percepatan Indeks Integritas
Pelaksanaan Daerah 60 65 70 75 80 85
Refoll:rnﬂsi 4 Persentase OPD yang
Birokrasi pada dilaksanakan PMPRB
Pemerintah dan mendapat nilal 60% 60% 60% 65% 70% 75%
Kabupflt.en 30 ke atas
Wonogiri Level Maturitas
Sistem Pengendalian 3 3 3 3 3 3
Intern Pemerintah
Persentase OPD
dengen Hasil Evaluasi | 55% 60% 70% 756% 80% 85%
AKIP BB Keatas
Persentase
Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil
Pengawasan Aparat 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Pengawas Fungsional,
Baik APIP Maupun
APEP
2 | Mewujudkan Nilai 43 43 43 43 43 43 Meningkatnya Nilai Sakip
Tata Kelola Kematangan Kinerja Inspektorat 78 80 81 82 83 84
Pemerintahan | Organisasi Inspektorat Indeks Profesionalitas
Inspektorat Inspektorat ASN Inspektorat 80 82 87 88,3 88,5 88,5
yang Baik Jumlah ASN
Inspektorat yang
Menjadi Agen 0 1 2 8 4 5
Perubahan
Jumlah Inovasi
Inspektorat 0 ! ) 0 0 0
Indeks Kepuasan
Masyarakat g4 84 85 85 86 86
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BAB YV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Wonogiri disusun
dengan memperhatikan arah kebijakan daerah terkait percepatan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi. Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten
Wonogiri juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis
yang sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal
maupun internal. Arah kebijakan kemudian disusun dengan dengan merujuk
kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tersebut
akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan
oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Strategi dan arah kebijakan Inspektorat
Kabupaten Wonogiri untuk mencapai tujuan dari misi kedua Pemerintah

Kabupaten Wonogiri yaitu :

Tabel 5.1
Strategi & Arah Kebijakan
VISI MEWUJUDKAN WONOGIRI YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
BMISI MEMPERCEPAT PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Efektivitas Peran Meningkatnya | Peningkatan peran APIP Mengoptimalkan peran
Inspektorat dalam Mendukung Efektivitas dalam memberikan Early Inspektorat sebagai consultant
Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Warning System kepada dan quality assurance,
Reformasi Birokrasi pada Kepala Daerah

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Peningkatan kapasitas SDM di | Mengembangkan sumber daya
bidang pengawasan aparatur pengawasan yang
profesional dan kompeten

Optimalisasi Manajemen Mendorong peran aktif dari
Risiko sebagai upaya mitra kerfa untuk
peningkatan pengendalian mengidentifikasi risiko dan
intern kelemahan yang ada guna
mengefektifkan kegiatan
pengawasan
Mewujudkan Tata Kelola Meningkatnya | Menerapkan reformasi Peningkatan efektivitas dan
Pemerintahan Inspektorat yang Kinerja birokrasi efisiensi penyelenggaraan
Baik Inspektorat pemerintahan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan telah ditetapkannya strategi dan kebijakan untuk mencapai
tujuan dan sasaran organisasi, maka tahap berikutnya adalah penetapan
rencana program yang dilengkapi dengan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tersebut dalam Tabel

6.1 terlampir.
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, perlu

ditetapkan indikator kinérja PD yang secara langsung meénunjikan kinerja

yang akan dicapai PD dalam 5 (lima) tahun mendatang.

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana tersebut tabel dibawah inj :

Indikator Kinera Inspektorat Kabupaten Wonogiri yang mengacu

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat

%o INDIKATOR FORMULASI SATOAR TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KINERJA PENGUKURAN 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 Jumlah Unit | Jumlah Utiit OFPD 0 1 0 1 1 1
Kérja/Pérangkat | Kefja/Perangiat _aagrah
daerah yang | yang Mendapat Predikat
Mendapat Predikat | WBK/WBBM dalam 1
WBK,/WBBM Tahun
dédlam 1 Tahiun
2 Indeks Integritas | Hasil Survey Penilaian Nilai 60 65 70 79 &0 85
Daerah Integritas
3 Persentase QPD | Jumlah OFD yang % 60 60 60 65 70 75
yang dilaksanakan | dilaksanakan  Penilsian
PMPRB dan | Mandici Reformasi
mendapat nilai 30 | Birokrasi dan mendapat
ké atas nilai 30 keatas dibagi
Jumlah OPD yang
dilaksanakan PMFRB
dikalikan 100% ]
4 | Level Maturitas | Hasil QA dari BPKP Level 3 3 3 3 3 3
Sistem
Pengendalian
Iiiteth Pétherintah
5 Persentase OPD | Jumiah OPD dengan Hasil % 55 60 70 75 80 85
dengan Hasil | Evaluasi AKIP BB Keatas
Evaluasi AKIP BB | dibagi semua  OPD
Keatas dikalikan 100%
6 Persentase Jumlah tindak lanjut % 95 95 95 95 a5 95
Penyelesaian dibagi jumlak seluruh
Titidak Laiijiit | rekotiéndasi hasil
Hasil Pengawasan | pengawasan APIP & APEP
Aparat Pengawas | dibagi 100%
Fungsional, Baik
APIP Maiipun APEP
7 Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat Nilai 78 80 81 82 83 84
Inspektorat
8 Iideks Hasll Penilaian Mahdiri Nilai 80 82 87 88,5 | 88,5 88,5
profesionalitas ASN | yang telah diverifikast
Inspektorat Badan Kepegawaian
Daerah
9 | Juiilah ASN Jumlah ASN Juinlah - 1 2 3 4 5
Inspektorat yang
menjadi agen
perubahan
107~ Trmlizh Inévasi Jumlah Tnovasi Jumiah - 1 1 0 0 -0 |
Inspektorat
11 | IKM Inspektorat Hasil Survey Kepuasan Nilal 84 84 85 85 86 86
Misyarakat
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Tabel 6.1, | L
- Rencans Program, Keglatas dan Pend P gket Daoruh Iospektorat . ; -
. B - Kabuaten Wonogiel
TUJUAN OFD INDIKATOR TUJUAR BASARAN OPD DDIRATOR, FADORAM DIDIXATOR MEGIATAH BUB KEGIATAN CAFAIAN KINERJA DAN KERANGEA PENDANAAT KUI'nmt m RS AT
oro BASARAN OFD PROGEAM . . FERIODE RPIMD
\ 2023 20232 3023 2004 2024 2018
" - )
- N TARGET | ANQOARAX (Rp.) TARGET ANGOARAN (Rp.| TARGET ANQGARAN (Rp.] TAROET ANOQARAN [Rp.] TARGET ANCOARAN (Bp) TARCET ANGGARAN [Rp.] TARGET
- . .
. ) \ )
el T E] 9,973,433,408,00 E] 10.058.813.03200f. 3 10.226.057.061,00] 3 10.335.207.7.30,10) 3 10.486, 143,659,001 a Li619.349.907,000 3 61752, 178.787,00
cfcktifitan porom
APIP dalam
mewyjudian trua "
kriola N =
percriniahen vangl Lypeiling Kapabititas APIP E] 9.973.433.108,00| E] 10.024.813.027 00} a 10.225.057.061,00} 3 10.25%.207.7304 a 10.486.292.639.00| a 11.419.349.907,00] ] B1.739. LTA.TAT,00
boik dan flnicrnal Aualis Capacity
- perccpatan ModelafIACH]
petakuanan:y
Waingkainye a 9,570.453.408 00| E] 10.090.815.6:31,00 3 10.226.057.061.,00] 3 toass.zorrorm A 10.486. J95,659.00 3 H.519.249.90000 3 61.730.178.787,00
- viektivity M .
Inpgawasan .
Jumlah Unit L] 1 o 1 1 1 1
Verja/Peranghkat
Decrah yang .
Eiendapat predlicat
WI'K/WBEM dalsm 1
tahun
Tideks Inicgritas [ 65 0 [ [T] 85 [0
Darrsh
I Prrmcnitase GFD yong [ 0% 0% 65% 0% 5% 5%
dtinksanakan PMPRB
dru mendapet nllad
30 ke atas
Novel Mataritas a 3 3 K] 3 3 3
Sisiem Pengendalien -
- lutem Pemerintah
{rm -
Persntase OFD 5% % . T 5% 0% a5% %
’ dengan Haell
Kvaluasl AXI® BB
keauy
Ferveniang 95% =3 95% 3% 93% % B3k
riipclesalan Tindak
Laijut Reknmendoal
! Hasll Pengawasan
B Aparst Pengawns
R Fungsienal, baik APIP|
mAupun APEP .
G 472,490,873 519.528.293,00 $19.528.295,08 519.520.293 00| 512.529.29%.00] 519.528.995,00| 24370-140.953,00|
pcngawasan :
sequal FIKPT
Penyelenggaraan Al 155 303,494.831| 132 Laparan 287.399.293,00 132 287,399.295.00] 132 3287.395.253,00) 1% 267.399.295,00| 131 237.299.293,00; OL3 174043535700
A Pengswksan [ntermal Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Lagporan
Pengawasary Kinega 18 71999933 4 Laporan 37.000.00,50] 4 Laposen 37.000,000,00/ 4 Laparan 37.000.000,/0( 4 Laporan 37.000.000,00| 4 Laporon 37.006.000,00( ] 286.999.933,00
Pemerintah Dacrah Lapotur Lapman
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519.328.235,00]
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267.399.293,00
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1.740.494.347,00
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303.458.852
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Frengnwasan Keuasngan [ a3 Liypopan 30.4,:136,000,00] & Lopainy 70.630.000,00] 3 Laponu 50.636.100,00] & Laporan 5063600009 3 Lapamn 30.636.000,00] I3 253.180.000,00
Pemeriniuh Dacmh Lapenaty
Reviu 1a)oren Kinera L2 (9.959.813] 51 Lapuran 56.600.000,00| 84 Lapoimp| 56.000.000,00[ 34 Lapomes 34.000.000,00/ El 36.000,006,10] 54 Logoran s6.0c0.000,00) AN M9.999 515,00
Lapomn Lagorary Tapapuy ~
Revla Lajaran 1 Laperan 19.499.839] | Laporan 15.764.000,00 1 Lapoimn 15.764.000,00] 1 Laparan 15.764.000.00| 1 Liporan L5.764,000,00] 1 Lapornn 15.754.000,00| & Laporen 08.319_ 839,00
Kcuangan
Pengawasnn Desn. n ©99.999.675| 30 Lajxman BPR6T6.00] 30 Lapoian B4,99.676,00] 30 Laporan B#4.099.1:26,00] 0 A1.999.676,00| 30 Laporun B4.909.6L75,0t 149 514,998,056,00
Laparnn Laporan laporan
|T.‘=|1umun Pengawasan L] 0| 1 Laporan 1.000,000,00 1 Loporan 1.000.000,00| 1 Laporan 1.000.1:00.00] 1 Laporan 1.000.000,10] 1 Laporan 1.000.000,00 | 3 Laparan 000,000,080
Inrernal
Bonllornig dan Evaluaal 43 41.999.619] 3T Lajorun 41.4r,9.819,00] 37 Lapornn 41,99.617,00| 37 Laporan 4199941900, ar 41,599.619.00] 37 Leporan 41999619011 2. 29771400
Tindak Lanfutl Hesll Laporan Laporan Laporon
Pemerikaugnt BFK R
dan Tindnk Lenjut Heal
Pemerikesan AFIP
Fenyelenganiaan 92 168.999.996| 99 Lapoenn 232.129.000,00( 99 Lepa:nn 232,12 0x¥),00| 95 Lapwr) 232.12920.00 » 32.129.000,110} 99 Lopomn 233120000, 887 1.429,644,996,00
Pengawaosan dengan Laporary Lapofen Laparmn
Tuluan Tertentu
Pengawssan Deagan # 168.999.996( 97 Lapomn 231.129.000,00| 97 Lapo:mn| 231.12%.000.00] 97 Laparan TMIT0000] 9T 233.12%.000,10] 97 Laporen 22112000000 577 1.324.644.996,00
Tujuan Tertenta Laporan Laparen Laporan
P ] 9| 2 Lopamn l.m,mm\ 4 Laporn 1,000-.000,00| 2 Lapomn 1.000,000,00] 2 Laporen 1.000.000,00] 2 Loparon 1.000.000,0u] 377 0.000,000,00
Penytleslan Keruglan b Lapocran
Negana/Tiacral
Progmm Perumisan | Perseninse palnal 113.994.593 313.905.176,00 312,965, 176,00 313,963,176,00) 313.965.176.0 210.965.175,0]  100% 1.982.820.473,00
Kebllakan, Reformani
Pendampingan & Blroloual
Aslstemal kKemporen
Penguatan
Poigawesan
Perumusan Kebjjakan u 54.999.642| 11 Lajxman qc;.')t.a:u.um:imL 11 Lapein 46,260,000, L 1 Lagoran 45.260.000.00 I 44.760.900,20| 11 Laparan 45,250.000,00] &6 256,799.642.00
Tekn!s dl Blilnng Lapoman Laparan Loparan
Pengawasar: dan
Foallitaal Pengowasan
Perumusan Kebljakan 11 234.999.642| | Laprun £.200.000,00] 1 Laparen 6.260.000,00] 1 Laparan 6.200.000,00| | Laporen 6.260.000,.0| 1 Laporan 6,2640.000,00 s H5.299.642,00
Teknls d) Gldang Lupornn Laporan
Fengawinan
Perumunnn Kebijakan ] o 10 Lojxdan 40.000.000,00] 10 Lapginn| 40.004).:00,00] 10 Laponan 40.000.000.00 10 40.000.000,00] 10 Laporan 40.00¢.000, 0t &0 210000 000,00
Teknle di Budang Laparan Laporan
Pasiiasl Fengawonan
Pendrunpingun dan i1 318,994.951| % Laporun 267.705.126,00| % Laporna 267,700.170.06( % Lapomn 267,703,478,20] 9 Laporan 267,708.175,00| 9 Laperan 267.705.176,000 43 1.697.520.831,00|
Aslstens! Loporan Lapamn
Fendamjingan dor 3 Laporen 63.909.972 7 Laporan 42.000.000,00 2 Lapamn A2.000.000,00] 3 Laparan 42,000.000,00] 2 Laporm 42.000.000,0] 2 Lapormn 42.000.00000) 13 413.999.972,00
Antatenl Urlisdn Laporan
Pemerintatan Dazrah




Pendampdgan, t Loporan 4.999.776] 1 Laparan 3.000.000,06] I Laporan 3.000.000,00] | Laporan 5.000.000,00] 1 Laporan 3.000.000,00] | Lapren 3.000.000,00] & Laporuy 39.000.776,00
Anlsionn!, Voriflknal,
dan Penllalan Refornast
Blrokronl
Koordipnal, Motitoring | 5 Lapuras 254999698 3 Laporun 203.705.174,00] S Lapaoran 403,703.176,00] & Laporan 203.705.176,00 5 Laporan 703.703.176,00| 3 Laporan z08.705.176,00) 40 1.282.523.778,00
dan Cvaluai serta Lapaman
Veriflkaal Feootgahan
don Pemberantasan
Korupsl
Pendrunplngan, 1 Laporant 84.993.35] 1 Laporan 18.000.000,00] 1 Eaparan 16.000.000,00] 1 Laperan 15.000.009,00[ 1 Laparan 15.000.000,00( 1 Laparan 15.000.000,00] & Laporan 109.955.303,00
| Anfatcssi dan Veriikan
Peneyaknn [ntegritas
Mewyjudian tata Niial kemalangan [E] 43 2.263.311.331 43} 9.392,362.590 43 0.521,714.239) 43 9.632.602. 188 43 9.785.656.:436 43| 47:518.230.034
kelola organisast laspektoral
pemerinwhan
Tnapektorat yong
Ltk
Meninglarya ldncra 9.212.311.351 9.339,563.500 SA63,714.259) 9.599.501. 185 9.732.856.436) 47.33%,258.014
Luspektorat
Nilal BAKIP £ 80 81 8T 83 (D) L]
apektarat
Inaleks profeolonalliog [ 82 a7 88,3 88,5 X 885
ASH Iospektorh
Jumla ASN . [ E] 3 4 5 [
Izapakiorat yang
wenjeds agen
perubahon
Jusmll: Inavrsi - 1 1 o r ) 1
[aapektorat
I{M Inapcktorat an [1] B85 a5 5 BS a5
Progrm penunjang | Peraatass terub 9.086.539.937] 100% 9.263.321.831] 1009 9.392.3632.5%  100% 9521714259 100% 9.5631.802.183]  foo%s 9.780.836.436  100% 36.103.217.96 |
Tt pemerintahen (peloporan kinera
daernly aAministroei
kabunatenfkotn pemeriatakan
Percncansan, 100% 4999801 1w 45801 005 4.999.8501]  too%e 4999.8¢1)  100% 4.999.801  100% 4.992.601]  t00%
pengangenran, dan
evaluasi kinerja
perangat dasraty
Penyzsunan dokumen 2 4.599.601] 3 Dokrumen 3.000.004| 3 Polumen 9.000.00¢] 3 Dokumen a.0co.000[ 3 3.000.000] 3 Dokumen 2.000.000 47 19,999,801
Dokumen Toktuien
dacrah
Lvaiunsl Kuwds [} o[ 1 Dokunen. 1.979.801] 1 Dokumen| 1,9%5.601| § Dokumen, 1.99%9.A01 1 1.999.801[ 1 Baklimen 1.999.801 t 9.999.003
Frmngkat Daergh Dokumen Dokumen
[Adetnistrast 100% earaqoesze] i00% 6491802371 100% E019.044.010]  160% 8.748.193.275[  100% 8.879,203.208]  100% 9.012.937456  100% 52.124.069.944
keuangan perangket
dacroh
Penyedinan Oafl dan 14 Knll 0.357.440.957] 14 Koll 8.482.802.571] 14 Kali 8,610:044.510] 14 Kan B.739.198.279 14 Kali 8.870.283.208| 14 Xalt 9.003.337.436| 84 Koli 52.063.104.081
Tunjangon ASN
[Recrdinast can | Laporen 4978377 1 Loporan 3.000.000] | Laporan 3.000.000] 1 Laporan 3.000.000 { Laporan 3.000.000[ | Laperan 3.000.000| & Laporan 19.978.377
Peryusunan Loporan.
Keuangan Akl Tahup
KD




Kuondlnsl dun 1l 10.447.386] 13 Laporun 6.000.000] 13 Lapotmn 6.0000.0000 13 Laporan £.000.400; 13 6,000,000 | 13 Lapormn 5.000.000| ™ 40.587,586|
Fenyumuil Laperan Laperan Laparan Lapoan
Keuangan
Nuingan fRrwulanazs}
dewesternn HKFD
Adrlninimsl Baang [ o 100w umooco|  100% 2.000,000]  100% 3000000 100% 21.000.000( 1005 aooo0m| ouw 15.000.000]
Mk Dacrah pita
Peranghie Daerah
Feny s unag u [] 1 Dokumen 14x00.000] 1 Dokumen 1.00.000| 1 Dokumen 1.000.£700) 1 1.000.000| | Dokumen 1,000.000 3 3.000.000|
Kebulubhy Daolwmen Ixokumen
Barang M1k Deecah
tm
lengamans Narang o a 4 Dokumen 1,/50.000( 2 Doxunten| 1.0011,000] 2 DoXumen 1.000.4:00| F] 1.000.000| 2 Dokumen| 1.000.000] ] 5.000,00¢]
Millk DocralL SKID Dakusien Dekumen
Rekositias) dan 0 [ 2 Dokumen 1.u00,000] 2 Dokumeti 1.000,00¢( 2 Dokiinen 1.060.000] 2 1.000.000| ¥ Pokumen Loco.coof 19 5,000,000
Penytmime:n [apara Dokumesn Iokumen
Nornng MUk Paceh
pade BKPD
Admlnlatras) 0% 104 159.588)  100% 87.519.47%]  100% 87.319.079  100% 81.819.175] 100% 87.519.179[  100% 87519179  100% 543.495.883]
kepegawalin -
peranghat dacrady
F Esrann dan| [} [] 12 Laposan +.£163,000] 12 Laporny| 1.000.000| 12 Laporasy 1.000.4200| 7 1.000.000| 12 Laporen 1.000.000 [2:] 8.000.000
Mrasanena L3ialplin Laporan Laporan
Prgawal
Pengadann Paialan ] [0 1 Kall Lo 0oo| 1 Kall 1000000 3 Kall 1.000.000] I Kall 1.000.000) 1 Kall 1.000.000[ 8 Kall 5.000.000)
Dinas benerin Atefbut
Kelenglezpannyt
Pendataon dan ) Q 24 8K 1Lo00000] 2488 TOWL000 248K LOo0.u0D| 24 5K 1o00.000[ 34 EK 1.000.000( 120 8K 4.000.000
pengolahan ndministosi|
kepegrwalan
Roordinas dan L) Q 18 Laparan 1.000,000)| 15 Laporan| 1.0001.000] 165 Laparan 1.00G.100 18 1.000.000] 15 Laporan 1.000.000] L] B.000.000
pelaksanman Slatet Laporan Lapamn
Informas] Kepegawaian
Monitoing, Pesdunel L] [] 1 Laporah 1.1£0.000} 1 Laporan 1.000.,000 1 Laporan 1.000.n0G| 1 Laporan 1.000.000] # Laporan 1.000.000| § Laporan 5,000,000}
dan Perdlainn Kinerja
Pegawal
Pendidiican dan 63 Omng 104.009.988| 30 Orang 81.319.179{ 30 Orang £1.319.379] 30 Orang B1.319: 179] 50 Orung a1,519-179| 50 Orang B1.319.179) 118 Omng 512.493.833
Pelatlhan Pegaenl <
Berdamerkan Tugns dan
Fungs
Glmbingan Teknls n o 10 Omung 1.;00.000| 10 Orang 1,000,000 10 Cmang 1.000.1700| 10 Orng 1.000.000| 10 Omng 1.090.000| 50 Orong $.000.000
Implementasi Peraturen
Perundang. Undangan
Admitnistruat Umum 10xi 242.797.969  100% 170000 100% 172,000,000 100% 173.000.000)  100% 173.000.000| 0w 172.000.000]  100% L 107797509,
perangkat daceib
Pefiyodiaan Komponen 13 Jenky 24ua5.160f 13 Jenls B.00M| [3Jenls 8,0mL000| 15 Jenis 5.000.400) 15 Jenly 8.000.000] 13 Jenin $.000.000| ¢ Jenls 28,985,160
nstalasi
Listrik/Pencmasgan
EBongiinan Kentor i
4
Penyediaan Pesalatan 30 Jendy 114.350.958] 30 Jenls 60,000.000) 30 Jeals B60-000,000 30 Jenls 60.000.000| 30 Jenis 50.000,000] 30 Jenla 60.000,000{ 140 Jende 414,550,995,
dan Pordengkapan
Penyediaan Peralawan 9 Tatuing 1932729 9 Tobung 2.000.000] % Tobung 2.000.000| 9 Tabung 2.000.000] 9 Tabung 2.000.000] % Tabung 2,000,000} &1 Tabung) 193272
Rumnh Tangga
Perryodinan Ltahan 12 Kall 42.108.498, 12 Kall 45.000.00C] 12 Kall 43.0m.000] 12 Kall 43,000.000] 12 Kall 45,000.000] 12 Kall 45.000.000) 72 Kall 268,408,458
Logteelk Kanror
Feryodinan Darong 13 Jral 14.9%6.169] 12 Jents 13,000,000 12 Jeals 15,000,000 12 Jeals 15.000.1:00 12 Jenls 15.000.000]  §2 Jeats 15.000.000( 72 Jenla 9,916,169
Octakan dan
Pengenadasn .
Fasllitasd Kunjungas v 0 17 Kali :u,mn,ow1 12 Xall 10.000.000| 12 Kalt 10.000.000] 13 Kall 10.000.000| k2 Kall 10,000.000| 60 Kall 50.000.000
Tamu
Peryelenggarnan Rapat | 50 kalt 599944141 15 Kall 30.000.000) 18 Kall 3¢.000.000] 19 Kal| 30.000.000] 15 iall 50.000.000] 13 Kall 30.000.000] 125 Kall 209.934.414|
Koondinns] den,
Kenstites) SKFD
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122,000.000|
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0Unk
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34.000.000|

0 Unh

o Unit

) Unit
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Dlnas Operunional atau
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1Unit

54.62000.000|

© Unit
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4Uni

" 2 15.000.000]
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1,001,000
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10004100
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1Unit

1,000,000

8 Unit

3.000,000,
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Sunit
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5Uniu

20.000.00C

S Unh

20.000.000

15 Unh
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dan Mcaln Lainnya

& Unlt
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& Uit
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6 Unit

30.000 0104

6 Unit

20.000.000

& Unit

3.000.000

30 Uindt

15.006.000|

Pengadaan Aset Totap
Lalhnys

3uah

2.000.000|

3 Unh

2000000

Suni

2.000.4:50]

SUah

2.000.00¢

3 Unit

2.000.000

25 Unle

10.000,000/

Pengadnan Oodung
Kantor atan Bangunan

1 Unit

5.00n3,000|

1 Unit

5,000.000

1 Unit

5.000.4;00

I Unit

5.000.000

tUni

4.000.000

5 Unl

25.000.000,

Pengadnan Sartins dan
Prasamnn Gedung
|Kantor atau Bangitnan
Leinnya

1 unje

3,600,000

1unh

5,000,600/

T unit

3.000.000

1 unit

3.000,00C|

1 anit

8.000.000

SUnit

25.000.000

Pengndoan Harana dan
Prasarona I'enduirung
Oedung Kariior stay
Bangunan Lalnnyn

It

5.000.000

1 Unkt

5,001, 00C|

1Unk

2.000.170¢
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5.000,000|

1unhk

5.000.0001
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‘23.000.000

Penycdinan Jasa
penuniang urusan
pemerimah daciah

X

254.583.005

263.010.000,
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Pemyodlaan Jasn Surnt
Menyurat

666 Iuah
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200 Buah

2,000.000)]
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Peralaan dan
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T Kall
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100N, 000
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1.000.000|
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3.000.000
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208,453.065|

12 Hali

720,000,000
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220,001,000
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220.00.0100

220.000.000

12 Kedl
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1.306.453.065
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pemerintahan deerah,

1009

105.502. 24

120.000,000

120.000.000

120.000.000

TO5.902.294

Keadarann PPerorangnn
Dinas atay Keodeman
Dlnas Jobaian

2 Uah

16.0%00.000|

2 Ualt

10.0002.000/

2 Unie

10.000.1100)

2 Unlt

10.00:0.000Q
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10.000.000

10 Unlt

50,000,000/

hm-wedhm.lm
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Lapatigan

17 Unlt
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17 Unh
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17 Unit

£0.000.000
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80.000.000

103 Unit

487.979.494




[Fecoctinarans Memt
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L T0.000]

FPr

&.05m0. 00,
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2,000 B0
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dan mesln Wlanyn
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10.000 000
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10.000,0e:y,

4 Jderis

10.000.000
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10.000.000
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Pemelharon:/ Rehnhlit
o8l Gedung Kuntar dan
Banginan Lurnya

1 Uit

1 Ualt

301000

1 Uult

5.000.000

1 Unit

B5.000.4010

1Tuale

3.000.000

1unh

5,000,000

6 Unlt

39.000.900,

Pemellharaa:1f Rehabillt
08l Sarufin day
Prusarana Kniter atan
Bangunnn Lalnnys

1 Unit

J.0:0.000

1Uan

%.000.000|

1 Unie

3.000.410]

1unh

5.000.000

Tunh

5.000.00¢

8 Uan

23.000.000)

|Femeharm1 Reaning
anf Sarena din
Prosarena Peudukung
Oedung Kanior stai
[Bangunan Lainya

1uni

5.0003,00,

1 Unit

b Unle

3.000 4110

1uUnit

I theu

2.000.000

D Unie

23.000.000




BAB VIII
PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Inspektorat Kabupatén
Wonogiri Tahun 2021 - 2026 disusun dengan mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun
2021 - 2026. Dokumen Renstra PD ini sebagai pedoman dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) PD setiap tahunnya yang merupakan dasar penyusunan
Rencana Anggaran Perangkat Daerah. Disamping itu Renstra PD juga
merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan
S (lima) tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan program-program dan indikasi kegiatan
sebagaimana tertuang dalam Renstra PD ini dalam upaya mensukseskan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonogiri dan
sangat tergantung dari kesungguhan dan usaha keras Perangkat Daerah yang
bersangkutan dan dukungan dari seluruh stakeholder baik dari jajaran
eksekutif, legislatif maupun peran aktif masyarakat dalam pengawasan
pembangunan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan

melimpahkan rahmah dan hidayah-Nya kepada kita, Amin.

BUPATI WONOGIRI
ttd
JOKO SUTOPO

9 199903 2 007
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